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Catatan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil
Jelang Penggunaan Sistem Rekapitulasi Elektronik di Pilkada Serentak 2020
Perludem, Netgrit, Kode Inisiatif, Kemitraan, Netfid, dan JPPR.

Senin, 7 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialiasi
mengenai sistem informasi rekapitulasi suara atau SIREKAP di Pilkada 2020. Penggunaan
SIREKAP diatur dan dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Merujuk
pada PKPU 19/2020 Pasal 1 Nomor 23a menjelaskan SIREKAP adalah perangkat aplikasi
berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
suara pemilihan.

Dalam beberapa ketentuannya berikutnya, jika disederhanakan SIREKAP memiliki
empat fungsi utama: (1) merekam dokumen dan membaca hasil penghitungan suara setaip TPS;
(2) tabulasi data hasil pemilu di setiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara; (3) mengirim
data hasil pemilu ke setiap tingkatannya (KPPS ke PPK, PPK ke Kabupaten/Kota,
Kabupaten/Kota ke Provinsi); (4) mencetak formulir berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi; (5) mempublikasikan
hasil penghitungan suara di setiap tingkatannya. Pemanfaatan SIREKAP memang dapat
mempercepat proses rekapitulasi perolehan suara dan menyediakan sarana publikasi hasil
pemilu secara real time yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sekalipun
SIREKAP dimaksudkan dan telah diatur sebagai alat bantu namun sesungguhnya sistem ini
merupakan sarana utama yang diperlukan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan
suara secara berjenjang. Namun demikian, penggunaan SIREKAP sangat bergantung pada
ketersedian jaringan internet di daerah setiap tingkatan rekapitulasi (TPS, Keluruhan/Desa,
Kecamatan, dan Kabupaten/Kota).

Ditengah keterbatasan jaringan internet tersebut, KPU melalui Keputusan KPU Nomor
597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/X1/2020  tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi
Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, mengatur tiga kondisi rekapitulasi
dengan SIREKAP yakni : Pertama, Daerah Pemilihan dengan jaringan internet lemah, dengan
Kondisi di TPS tidak terdapat jaringan internet, tetapi di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat jaringan internet. Kedua,
Daerah Pemilihan dengan jaringan internet lemah, dengan kondisi di TPS dan lokasi/tempat
Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat jaringan internet,
tetapi lokasi Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota terdapat jaringan
internet. Ketiga, Daerah Pemilihan yang tidak terdapat jaringan internet.



Meskipun juknis KPU sudah mengatur terkait dengan 3 kondisi diatas, namun jika
dibaca dan dipraktikan pada rekapitulasi nantinya, masih terdapat beberapa ketentuan yang
berpotensi menimbulkan kerumitan dalam hal rekapitulasi diberbagai tingkatan dan tetap
adanya kewajiban untuk memaksimalisasi penggunaan SIREKAP. Pasalnya dalam UU
Pilkada, tahapan rekapitulasi memiliki limitasi waktu yang harus selesai. Sebagai contoh dalam
Juknis SIREKAP bagi Kecamatan yang tidak ada jaringan internet, terdapat ketentuan untuk
berkordinasi dengan KPU Kabuapten/Kota untuk menentukan lokasi/tempat rapat rekapitulasi
penghiutngan suara tingkat kecamatan di wilayah yang terdapat jaringan internet (Poin b angka
2 halaman 59 Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/X1/2020). Selain itu,
sekalipun dalam Juknis SIREKAP, KPU membuka ruang penggunaan rekapitulasi manual
sepenuhnya dengan menggunakan formulir excel, namun terdapat ketentuan pengajuan
formulir excel tersebut harus dilakukan paling lambat lima hari sebelum rekapitulasi suara
dilakukan.

Berangkat dari hal tersebut, kami berpandangan terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan menjelang tahapan rekapitulasi suara yang akan menggunakan SIREKAP:

1. SIREKAP merupakan alat bantu untuk publikasi sekaligus alat bantu rekapitulasi yang
sekaligus menjadi proses yang utama dalam proses rekapitulasi. Agar tidak terjadi
kesalahpahaman tentang status penggunaan SIREKAP, KPU perlu menginformasikan
secara tegas dan luas bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan
adalah formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandangani
oleh penyelenggara (Form C.Hasil-KWK TPS, D.Hasil Kecamatan-KWK, D.Hasil
Kabupaten/Kota-KWK, D.Hasil Provinsi-KWK).

2. Bagi daerah dengan tiga kondisi yang sudah disebutkan oleh KPU dalam juknis, apabila
terdapat kendala dalam penggunaan sirekap misal jaringan internet terganggu atau tidak
ada jaringan internet, sebaiknya tidak perlu dipaksakan untuk tetap menggunakan
SIREKAP. Misal ketika terjadi kendala dalam penggunaan SIREKAP di kecamatan
akibat jaringan internet, Juknis SIREKAP menginstruksikan untuk berpindah lokasi
rekapitulasi kecamatan ke tempat yang memiliki jaringan internet. Sebaiknya langkah
ini tidak perlu dilakukan karena:

a. berpotensi menghabiskan waktu yang cukup lama padahal terdapat batas waktu
maksimal untuk rekapitulasi

b. berpotensi meningkatkan resiko penularan Covid-19.

c. bagi daerah dengan kondisi geografis yang sulit (misal di pegunungan atau
daerah yang antara kecamatannya berada di pulau yang berbeda), berpindah
tempat akan menambah beban petugas dan pihak terkait lainnya yakni
pengawas pemilu dan saksi. Bukan tak mungkin terdapat saksi yang terkendala
untuk menghadiri rekapitulasi jika lokasi rekapitulasi bergeser padahal
kehadiran saksi sebagai perwakilan peserta pemilu sangat penting.

d. apabila pihak terkait lainnya terkendala untuk turut berpindah, pengawalan dan
pengawasan terhadap proses rekapitulasi menjadi berkurang, berpotensi terjadi
pelanggaran oleh petugas.



Maka akan lebih baik ketika terdapat kendala tersebut rekapitulasi tetap langsung
dilanjutkan dengan mekanisme rekapitulasi suara manual yang menggunakan excel dan
menggunakan dokumen rekapitulasi ukuran plano atau yang lain yang dicetak.

3. KPU menyiapkan cukup tim asistensi/kelp desk yang mudah diakses dan cepat
memberi respon kapanpun untuk menjawab pertanyaan mengenai penggunaan
SIREKAP yang mengalami kendala. Sehingga berbagai persoalan dan kendala yang
dihadapi ketika menggunakan SIREKAP dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat
agar tidak mengganggu jalannya rekapitulasi suara yang tengah berlangsung.

Contact person:

Alwan (JPPR) 081316702993

Dahlia Umar (Netfid) 08121019343

Hadar Nafis Gumay (Netgrit) 08881879813
Heroik (Perludem) 087839377707

Ihsan (Kode linisiatif) 081292909933
Wabhidah Suaib (Kemitraan) 081281111871



